BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANY UASIN

Menimbang

NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah (DPRD)  untuk

memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah  tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (APBD) yang  diajukan merupakan
perwujudan  dari Perubahan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta
perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD pada tanggal 6 bulan September

tahun 2022 dan berdasarkan persetujuan bersama

i
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Mengingat

Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 26
September  tahun 2022 tentang Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah dan Kotapraja di Sumatera
Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182 1);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 i)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

o0
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10.

dss

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah,LaporanKeterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informas;i Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 4693)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107 i
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);
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12.

13.

14.

15.

16,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

>

Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)

>
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17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang

18.

19,

20.

21.

22,

23.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 149 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesig Tahun 2021 Nomor 926)

)
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24.

23.

Jio:

Peraturan Kementerian Keuangan  Nomor

118/ PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dang Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
rangka mendukung pbénanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 11 Tahun 2021 tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor a0
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2021 Nomor 16)

2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2.  Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

G
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sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  Daerah yang  memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musj
Banyuasin.

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi

11.  Pembiayaan Daerah adalah Sémua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atay pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

s
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula
berjumlah Rp. 3.254.005.733.000,00 bertambah sejumlah

Rp. 572.207.331.822,00 sehingga menjadi Rp. 3.826.213.064.822,00 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 3.209.005.733.000,00
b. Bertambah Rp. 322.803.241.612,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.531.808.974.612,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 2.974.417.481.954,00
b. Bertambah Rp. 568.707.331.822,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan R 3.543.124.813.776.00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 11.315.839.164,00 )

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 45.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 249.404.090.210,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 294.404.090.210,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 279.588.251.046,00
2) Bertambah Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.  283.088.251.046 00
\
Jumlah Pembiayaan Netto setelah

perubahan Rp. 11.315.839.164,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dar;j :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 387.921.077.000.00
2) Berkurang Rp. (47.014.436.961,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah
perubahan Rp. 340.906.640.039,00
b. Pendapatan Transfer
1) Semula Rp. 2.723.426.373.000,00
2) Bertambah Rp. 467.128.677.573,00
Jumlah pendapatan transfer setelah
perubahan Rp. 3.190.555.050.573,00

Ige
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Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 97.658.283.000,00
2) Berkurang Rp. 97.310.999.000.00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp. 347.284.000,00
Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:

a. Pajak Daerah :

1)  Semula Rp. 90.755.404.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 90.755.404.000,00
b. Retribusi Daerah ;

1)  Semula Rp. 7.915.942.000,00

2) Berkurang Rp. 1.504.804.000.00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.411.138.000,00

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1)  Semula Rp. 17.500.000.000,00
2) Bertambah Rop. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 17.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1)  Semula Rp. 271.749.731.000,00

2 Berkurang Rp. 145.509.632.961,00!

Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 226.240.098.039,00

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B,
bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat

1)  Semula Rp 2.623.921.007.000,00

2)  Bertambah Ro, 423.888.024.573.00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 3.047.809.031 B 75,00

b.  Transfer antar daerah
1)  Semula Rp. 99.505.366.000,00
2) Bertambah Rp. 43.240.653.000,00
Jumlah transfer antar daerah setelah

perubahan Rp. 142.746.019.000,00

-9.
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(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b, bersumber dari:

a.

Lain-lain Pendapatan Sesuaj dengan Ketentuan Peraturan
Perundangan—undangan

1) Semula Rp. 97.658.283.000,00

2) Berkurang Rp. 97.310.999.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah

perubahan Rp. 347.284.000,00
Pasal 5

Belanja Operasional
1)  Semula Rp. 2.116.463.160.922,00

2) Bertambah Rp. 273.603.674.921,00
Jumlah belanja operasional setelah

perubahan Rp. 2.390.066.835.843,00

Belanja Modal

1) Semula Rp. 592.060.677.332,00

2) Bertambah Rp. 89.658.800.252,00
Jumlah belanja modal setelah

perubahan Rp. 681.719.477.584,00

Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 1.985.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan Rp. 4.485.000.000,00

Belanja Transfer

1) Semula Rp. 263.393.643.700,00

2) Bertambah  Rp. 203.459.856.649.00

Jumlah belanja transfer setelah

perubahan Rp. 466.853.500.349,00
Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 965.701.185.024,00
2) Bertambah Rp. 141.977.378.698,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan Rp. 1.107.678.563.722,00
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b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 1.128.407.663.431,00
2) Bertambah Rp. 126.518.142.023.00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp.

C. Belanja Bunga

1)  Semula Rp. 10.040.682.467,00
2) Bertambah Rp. 1.100.000.000,00
Jumlah belanja bunga setelah

perubahan Rp.

d. Belanja Hibah

1)  Semula Rp. 1 1.913.630.000,00
2) Bertambah Rp. 4.058.154.200,00
Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp.

€. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 400.000.000,00
2) Berkurang Rp. 90.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosia] setelah
perubahan Rp.

1.254.925.805.454,00

11.140.682.467,00

15.971.784.200,00

350.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula Rp. 8.988.079.475,00
2) Bertambah R 943.901.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah
perubahan Rp.

b.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp. 104.923.731.974,00
2) Bertambah R 43.859.919.259,00
Jumlah belanja modal peralatan dan
mesin setelah perubahan Rp.

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1) Semula Rp. 143.557.271.176,00

2) Bertambah Rp 39.573.359.657,00

Jumlah belanja modal bangunan dan
gedung setelah perubahan Rp.

ke
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp. 294.791.676.523,00
2) Bertambah Rp. 29.802.004.520 00
Jumlah belanja modal jalan, Jaringan,
dan irigasi setelah perubahan Rp.
€. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1) Semula Rp. 39.655.348.315,00
2) Berkurang R 24.375.814.315.00

Jumlah belanja modal aset tetap
lainnya setelah perubahan Rp.

£ Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp. 144.569.869,00
2) Berkurang R 144.569.869 00

Jumlah belanja modal aset tidak
berwujud setelah perubahan Rp.

324.593.681.043,00

15.279.534.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimang dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, terdir

atas belanja tidak terduga, yaity :

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.985.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp.

4.485.000.000,00

466.853.500.349,00

atas:
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes
1) Semula Rp. 263.393.643.700,00
2) Bertambah Rp. 203.459.856.649.00
Jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan Rp.
Pasal 7
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
atas:
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 45.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 249.404.090.210.00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp.

b.  Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 279.588.251.046,00
2) Bertambah Rp. S.SO0.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp.

=119/=
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(2)

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 45.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 226.735.804.460,00
Jumlah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan Rp. 271.735.804.460,00

b.  Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 22.668.285.750,00
Jumlah penerimaan Pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 22.668.285.750,00

terdiri atas:
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 32.600.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.500.000.000,00

Jumlah penyertaan moda] daerah

setelah perubahan Rp. 36.100.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 246.988.251.046,00
2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah
perubahan Rp. 246.988.251.046,00

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Bencana alam, bencang non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
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Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atay
masyarakat

Pasal 10

terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikas;j Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi  Perubahan Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Lampiran vV Rekapitulasi  Perubahan Belanja  Daerah  Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

Perubahan APRD
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8. Lampiran VII] Sinkronisasj Program, Kegiatan dan Sup Kegiatan pada
RKPD dan Perubahan ppas dengan Rancangan
Perubahan APBD

9.  Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per
Jabatan

10.  Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Ditetapkan dj Sekayu
pada tanggal September 2022

Pj. BUP@'H» AUSI BANYUASIN,

Diundangkan dj Sekayu
pada tanggal 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MUSNI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR
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